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‘Nomor :" 2 Tahun 2000 ; Serie: D Nomor 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
; NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERIA PEMERINTAH DESA
DI}(ABUP&TEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

-~ i

Menimbang : a. bahwa dengan keluamya Peraturan Menteri Da'am
Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan
beberapa Peraturan Menteri Dalamn Negetd. dan
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri v :ngenal
Pelaksanaan Undang Undang Normor § Tahui 1979
tentang Pemerintzhan Desa, maka Peratur i Dasran

I Kabupaten Dasrah Tingkat II Magalang homor 1S
Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa d
Wilayah Kabupaten Caerah Tingkat [1 Magelang
sudah tidak sesuai dengan situasi dan  kondis
sehinaga dicabut,

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Fasal 31
Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor &4 Tahun
1999 tentang-Redarman- Umurn-Pengaturap Mengenal

ey e petagkan: Susunan L‘)r nisasi Dan

rﬂrvww STERNINEC3img1

‘ KARUPAFEN L T 1D MAGE!L ANG
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¢. bahwa untuk maksud di atas, pengaturannya perly
ditetaphkan dengan Peratyran Daerah,

Menoingat : 1. Undang-undanyg Nomor 13 Tahun 1950 jis Persturan
Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1950  Ilentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalar
Lingkungan Propinsl Jawa Tengah (Berita Megara
Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 .
Tahun 1962 tentang Pernindahan [bukata Kabupaien
Daerah Tingkat [ Magelang cari Wilayah Kotamada
Daerah Tingkat II Magelang ke Kecarnatan Munged
di Wilayah Kabupaten Daerah Tingket Il Magearg
(Lembaran Negara Republik [nderesia Tahun 1927
Nomor 36) ,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tzhua
1999 tentang Pencabutan Beberapz Perawuman
Menteri Dalam Negeri, Keputusan Mentsr Cabm
Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeni Mengenal
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tehun 1573
tentang Pemerintahan Desa ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Thua
1999 {entang Petunjuk Pelaksanaan dan Peayesuaan
Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Permennichan
Desa dan Kelurahan

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tabun .
1999 terdang Pedoman Umum Pengaturan Mengands
Desa ;

Dengian Pa-ruiujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN
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Menetaptan o FERATURAN DAERAM KABUPATEN MAGELANG

TENTANG SUSUNAN ORGANISAGT DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA DI  KASUPATEN
MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oalam Peraturan Caerah ini yang dimaksud dengan :

a.

U

Bupati a’alsh Bupati Magelang;
Camaot aczlsh Camat se Kabupaten Magclan?:

Pasa aduleh resatuan masyaakat hukim yzna memiid ks angas
st meengatur dan menglrus kepentinGan masyarakat setirmg it
o2 it @sal usul dan adat istiadat setempat yang i cw daem
sizwem Demerintahan Nasional dan berada di Dassah  abupate
<=Kabupaten Magslang.

Pemenntahan Desa adalah kegiatan Pewmerintahan vang dialuian
olch Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa s - abupaten

Magedang;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangeal Des2 se
Kapupalen Magelang;

Badan Perwakian Desa selanjutnya cisebut BPD, adewh Badan
Perwakilen yang terdini atas pemuba-pemuka masyashkat @ Desa
vang berfungs mengayon | adat istiadat , membuat Feratuan Cesa,
mERampung dan menyalurkan aspiiasi Masyaakat seita makdusin
peagavasan terthadep penysenggaraan pamerntatan Desa @
Kanipalen Mageiang,

Anguatan Perdapatan Jan Belapja Desa selanjutnya disebat APS
Desa, adalah Anggaisn Pandapatan dan Belanja Desa yang
dtstapkan clen kepak Dese dengan Peraturan Desa sebap tahuh
selgmbat-larnbatnga  sali.  Lulan  setelah  oltetapkan  Anggaran
Pendapatar dan Belama Daetah <abupaten,
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h. Kepala Desa adalah pimpinan Pamerintah Desa se Kabupaten
Magelang;

i Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Deca yang terdiri dari
Sekretaris Desa, Kepala Urusan can Kepala Dusun se Kabupaten
Magelang,

j Sekietaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa  seKabupaten
Magelang,

k. Kepala Urusan adalah unsur staf pembantu Selretarie Desa yang 0
rnelaksanakan tugas-tugas tertentu e Kabupaten Magelang ;

1. Kepala Dusun adalah unsur wilayah Pemerintah Desa sekabupzten
Magelang.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASY. PEMERINT AH DESA

Pasal 2

(1). Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

a. Kepa'iDesa;
b. Perangkat Desa;

(2). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref b tercin
atas :
3. Unsur Staf;
D,  Unsir Pelakuana,
¢ Unsur Witayah. &
(2). Unsur Staf adalah Sekretariat Desa atau Tata Usaha yang mekpud
Jrusan Pemerintahan;
Jrusan Pembangunan;
Jrusan desejahteraan Rakyat;
Urusan euangan,
Jrusan Urnam,

(4). Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yaitu uasu
pelaksana teknis lapangan dalam membanty tugas Kepala Desa yaiig
dapat dibentuk sesual dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.

W an oo
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(5). Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢ yaitu unsur
pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa,

Pasal 3

Struktur  Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercartum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeran

@

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Desa

Pasal 4

(1). ¥epzla Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;

2

Mempertznggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewaybannvs
setap  zkhir tahun angqgaran kepada BPD.

Membira kehidupan masyarakat Desa;
. Membina perekonomian Desa |
. Memelhara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

D o n

Menyziesalkan  permasalahan yang  ada  di Desa  sesual
keveenancannya;

g. Menjaga kelestanan adat 'stiadat yang hidup dan berkembang di
[esa yang bersangkatan;

h. Mewckill desanya di dalam dan di luar Ptmgadrlm dan dapat
menurnjuk kuasa hukumnya.
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i.  Mengajukian Rancangan Peraturan Desa dan  bersamaz BPD
menetapkannya sebagal Peraturan Desa.

(2). Delam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud
ayet (1), Kepala Desa rmempunyal fungsi

a. Melaksanakan tertib administrasi pemerintabian, pembangurzn dan
kemasyarakatan di tingkat Cesa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

b. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintzhan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarzkatan;

¢. Melaksanakan pembinaan tarhadap crganisasi kemasyarakstan yang
2da di Desa,

d. Bersama-sama Badan Perwakilan Cesa membuat Peraturar Desa
sesuzi dengan ketentuan peraturan perundang-undargan yang
beriaku;

e. Menyusun Pruéram Kerja Tahunan Desa, APB Desa ssbacai dasar
pelaksanaan tugas,dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Tuass
Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

f. Mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yarg distu
cdengan keputusan bersama dan melaporkan kepada Sinad
cengan tembusan Camat; .

g. Melaksanzkan koordinasi terhadap jalannya Pemerintanan Desa,
pelaksanaan pembangunan dan pernbinaan kemasyarakatan,

h. Melaksanakyn tugas-tugas lain - yang  dilimpahkan  kepada
Pernerintah Desa,

(3). Untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
butic (f) , Kepala Desa bezrsama-sama BFD membentuk Bodan
Kenasama sesual dengan  ketentuan  Perundang-undangan yang
berlaku.
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Bagian Ke dua
Soekretariat Desa

Pasal 5

(1). Sekretariat Desa adalah unsur staf yang beracla di bawah Kepa'a Desa .
(2). Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

Pasal 6

Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desz dalem
pembinaan dan pelaksanaan dibidang administrasi Psmerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatz
usahaan kepada kepala Desa.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Dz<izh ni,

Sekreetariat Desa rempunyai fungsi :

3. Melzksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukze" cleh
Perangkat Desa;

b. Melzhzanakan urusan surat-menyurat, Kearsipan, peluporan,
meakukan urusan  keuangan, urusan administrasi umwe dan
memberikan pslayanan teknis ataupun administrasi kepads <eluarun
Perangkat Desa;

c. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-
program serta petunjuk untuk keperfuan permnbinaan penvelengoaraan
tugas pemerirt ahan , pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,

d. Melskeanakan pamantauan dan pelayanan kepada masyarakat diadang
pemerintahian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakal!

Membantu Kepala Desa menyusun Program Keija Tahunan Desa, ﬂi’B
Desy,  Pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan
‘..

a [ninigtrasi pelaporannya,
f.  Me'zkcanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

o
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Pasal 8

(1). Selretaris Desa ' jam merjalankan tugas dibantu oleh Kepala
Urusan,

(2). Kepala Urv 1 tersebut pada ayat (1) berada dibawah dan
bertanggurr  awab langsung kepada Sekretaris Desa,

Pasal @ .

(1). Un a Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana,
pe endalian, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan
¢ Jang Pemerintahan.

(2). e menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1),
fucan Pemerintahan mempunyai fungsi

a. - Menyusun rencana dan penyelenggaraan pemerintahan desa
dan Pemerintahan Umum,

b.  Menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka
pembinaan wilayah dan masyarakat;

- Menyusun  program, melaltsapal-mn pelayanan kepacda
masyarakat dan melakukan pengadministrasian d bcang
pernerintahan, ketentraman dan ketertiban,

d. Membantu pelaksanazn tugas di bidang pemungutan pajalk,
retribusi dan pendapatan lain-lain; .
bidana

e, Menyusun program dan pengadministrasian  di
kependudukan dan catatan sipll,

f. Menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap
penyaluran bantuan kepada masyarakat seita melkikukan
kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana
lainnya;

Menyusun rencana dan membantu mengumpulkan  bahan-
bahan rapat Badan Perwakilan Desa;

h.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Y
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Pasal 10

(1}.. Urusan Pembangunan mempunyal tugas menyusun rencana,
pengendalian, mengevaluasl pelaksanaan serta menyusun laporan di
bidang pembangunan.

(2). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini,
Urusan Pembangunan mermpunyai fungsi :

a. Menyusun program dan menyzlenggarakan pembangunan di
desa;

b. Menyusun prograrn dan melakukan bimbingan di bidang
perekanomian, distribusi dan produksi;

¢. Menyusun program dan wmelakukan pelayanan kepada
masyarakat serta melakukan pengadrinistrasian ¢ Bidang
perekonomian, dan pembangunan;

d. Menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka
meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat daem
meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembang nan;

e. Menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan
pembangunan, menjaga serta mernelihara prasarana dan sarana
fisik di lingkungan desa;

f.  Menyusun program dan melakukan pembinaan kesgjabteraan
keluarga dan erganisasi yang ada di desa;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Desa.
Pasal 11

(1) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyal tugas menyusun rencana,
rmengendalikan dan mengevaluaal  pelaksanaan  serta menyusun
laporan di bidang kesejahternan (akyat.

(23. Untuk menyelengnarakan tugas tersebul pada ayat (1) Pasal ini,
urusan Kesejahteraan Rekyat inempunyar funget

a. Menyusun program  dan  melakuban peiayanaﬁ ; “kipada
masvarakat serta mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan
pengadministrasian di bidang kesejahteraan scsial;
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(1).
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b, Menyusun program dan melkukan pernbinaan dalam bidang
keagamaan, Keluaiga Berencana, kesehatan dan pendidikan

masyerakat
c.  Menyusan program dan membantu kegiatan pengumpuian 2ekat,
infag , shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial |

d. Menyusun program dan melaksarmkan bimbingan di belang
keagamaan, keschatan, keluarga berencana dan percdiom
masyarakat,;

e. Menyusun program dan membina kegiatan penqumpulan z2kat,
infag dan shodaqoh;

f.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kesala Desa.

Pasal 1.2

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan admwisi=s
keuangan,

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

Menerima, menyimpan dan mengeluarkan vang Desa:

Mengurus dan membeyar gaji Aparat Desa;

Mengurus pembukuan Keuangan Desa;

Mengurus pertanggungjawaban  atas penggunaan  Ksuargan
vang telah  dikeluarkan,

Mengumpulkan bahan dan memyusun  RBporan @ o
ke gancian,

f.  Melaksanakan Lagas ain yang diberikan oleh Kepala Desa

a n &

®

Posal 13

Urusan Umam mesmpusyga: tuoes me laaukan urusan Ketatausahaan,
brancipan, Apaial Desa, perienghapan dan raman tangga.

Da o meryulenggaiakion tugas tasebut paca ayat (1) Pasal iy
Urusan Urmam mempunya fungs
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Menyusun program dan menyelenggarakan tata usaha kantor;
Menyusun program dan menyelenggarakan surat menyurat;
Menyusun program dan melakukan pembinaan Aparat Desa;

Menyusun program dan melakukan pengadminietrasian  acara
rapat serta kegiatan Desa yang bersifat resmi;

e. Menyusun prograrn dan melakukan urusan perlenghapan dan
. inventaris Desa;

f. Menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga Desa.
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

a 6 T oo

Bagian Ke tiga
iKepala Dusun

Pasal 14
Kepzla Dusun adaiah unsur pelalisana Pemerintah Desa dengan we iyan
karja tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada <=oals

Desa.

Pasal 15

Kepala Dusun mempunyai wgas membantu Kepala Desa menyelengaa skan
q-‘*e'nenrtahm Cesa didalam wilayah kerjanya sesuai dergan peratuian vang
seriakii.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugss tersebut pada Pasal 15 Pecatonorn Dasgean
ini, Kepala Dusun mernpunyal tugas :

a.  Membantu pelaksaraan tugas Kepala Desa;

b. Melaksanakan  kegialan peunerin*:ahan, ;mnmngunm dan "™
kernasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
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Melaksanaban kbputusandan vebtaran -Kepata Desa;

Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kzrubkunan
Walrga,

Membina dan meningkatkan swadaya gotong royone,

Melaksanakan kegiatan penyuluhan program Pemerintah;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

v

BAB III
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Selretars Cess, ¥agaa
Dusun dan Kepala Urusan melakukan koordinasi atas segaa k=giatam
pPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

(1).

(2).

Pasal 18

Setiap unsur Pimpinan satuan unit kerja dalam  Indhuroae
pernerintzh Desa berkewajiban  mengadakan pengawasan dan
bertanggung javvab kepada Kepala Desa.

Selain kewzjiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), setop wnsa
Pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Perrenniah Desa
bertanggung Jawab meminpin dan mengkoordinasikan bawaranma
serta  memnberikan  bimbingan  dan  petumuk-petunjuc :o.
pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hakhal yang belum diatur dalamn Percturan Daerah inl shan diatur [=bib
fanjut oleh Bupati sesual dengan peraturan perundang-undangan yand
berlaku,
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pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Caerah Kabupaten
Daerah Tingkat [1 Magelang Nomor 16 Tahun 1981 tenlang Susunan
Organisast dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Ferangkat Desa di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAM
Pasal 21

peraturan Dazrah ini mulai berlaku secara efektif selembat-larnl #trya =ty
tahun setelah diundangkan.

BAB VL
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini rmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perouncangan
Peratuian Daergh ini"dengan penempatannya dalam Lambaroa Dasran
Kabupaten Magelanq.

Ditetapkan di Kota Munghid.
pada tanggal 22 Maret 2000

EUPATI MAGELANG
Tud,

Drs. H. HASYIM AFARDI
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Ciundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 3 Tahun 2000 ; Tanggal 22 Maret 2000
Seri D Nomor 3

Sekretaris Daerah
Ttd.

DES. H. SOLECHAN AS, ¢

Pembinz Utama Muda
NIP. 500 034 460
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG SUSUNAN ORGANIZASE DAN
TATA KEFJA FEMERINTAH DESA
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASY DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. UMUM.

1. DasarPemikiran.

Dengan dicabutnya UU. No.5 Tahun 1979 lentang

Penerintaban Desa oleh UU. No.22 Tahun 1999 tenfang
Pemerintahan Daerah dan dikeluarkannva Peraturan Menten Dzlam
Negeii Nc.d Tahun 1959 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan
Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negert  dam
Instruksi Menteri Dalarn Negeri mengenai Pelaksanaan UU. Na. 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Susunan Organsesi
dzn Tata Kerja Pernerintahan Desa dan Perangkst Desa wide
Instruksi Menterd Dalam Negeri No. 32 Tahun 1996, tentang
Peiaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 1993
ternang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat
[eca sudah tidak dapat dilaksanakan lagi, sehingga perfu disusun
Oreanisasi danTata Kerja Pemerintah Desa yang lebih  demokratis .
dan disesuakon dengan situasi kondisi dan kermampuan Desa yang
persangkutan.
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang  akamn
dituanglan dalam Perataran Daerah sangat penting artinya, karena
penyusunannya  dapat disesuaikan  dengan  kepentingan  dan
perkembangan yang ada.

Dipindai dengan CamScanner
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2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa,

Sysunan Organisas Pemerintahan Desa terdinl dari Kepala Cesa,
Unsur Stat Selretariat Desa, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah
adalah Aparat yang diperiukan dalam pelayanan masyarabat bail di
Lidang Pemerintahan, Pembangunan, Kernasyarakatan dan lainnya,
sehingoa dalam pelwanan kepada masyarakat diperlu<an Tugas
dan Fungsi dari jajaran Aparatur Pemeriniahan yang jelas dar tegas
tennasak didalamnya adalah mekanisme aturan tata kerja dan
setan unsu yang ada dalam Pemerintahan Desa.

1i. PASAL DEMI PASAL.

Pesal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 Ayat(1) : Cukup jelas.
Ayat (2) :  Cukup jelas.
Ayat (3) + Cukup jelas.
Ayat (4) : Unsur pelaksana teknis lapangony dagat

dibentuk dengan mendasarko, pada
kebutuhan dan kemarnpuan anggaran
Desa setelah ada persetujuan cori BPD.
Nama dan sebutan urusan pelaksana
tidak boleh sama dengan nama dan
sebutan pada ayat (3 dan
pelaksanaannya diserahkan kepoda Desa
yang bersangkutan, misalaya :

Urusan Pamong Tani Desa, Urusan
Keamanan,  Petugas  Helh,  Ulu-ule,
Petugas  Sub  Kink  Desa, Petugas
Pembantu Pencatat NTCR. dan sebutan
lain  yang berlaku di wikyah Desa
selempat.
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Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Hasal &

Paszl] |

Fasal 1-
Pasal 1.
Pasal 1:
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 18

Ayat (5)
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(2) huruf a

Ayat (1)
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Unsur wilayah Ini dapat clisebut dengan
Kepala Dusun atau  nama  lain
disosuaikan dengan yang ada di Desa
selempat,

Cukup jelas.
Culaip jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pernerintahan Umurn diartilkan sebagal
meaksanakan fungsi  pernerintzhan
vany tidak secara ‘cgas dissbutian
dalem tugas pokok daii satuan / wn®
wginisasi FPemerintah, miszinyz Calam
senanganan masalah  ksamanar daa
keteriiban, bencana, sosial dan lzin-an.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pengawasan dilakukan kepada jajaran
Perangkat /Pernbantu dibawahrya, dan
berianggung jawab kepada Kepali Desd
yang dilabsanakan secara berjenjang,
migalaya ; Kepala Urusan bertanggungd
Jawab  kepada Kepal: Desa melalul
sekretans Desa  sebagal  atasad
langsungnya.
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Ayat (2) . Cukup jelas.
Pasal 19
pasal 20 !
Pasal 21 ,. .,y '~ ¢ ety

——
T B Y % &

II. PENJELASAN TAMBAHAN.
. Bzhwa Peraturan Daerah Ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD
Kabupaten Magelang pada tanggal 22 Psbruari sampai dengarn 26
Pebruan 2000 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD dengan Surat
Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Norncr 53 Tahun 2000 tangaal
7 Maret 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Dasrah
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

®e.00
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